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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 324 /PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANGUNJAYA
TERKAIT REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 3, TPS 5
DAN TPS 8 DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan
Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil
penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan
terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai
berikut: (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas
pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan
menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau . ..
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dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan
Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil
penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan
terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai
berikut: (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas
pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan
menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Mangunjaya Nomor : 025/K.Bawaslu.JB-
13-10/KP.04/XI1/2020 Perihal : Rekomendasi tanggal 10
Desember yang diterima pada tanggal 11 Desember 2020,
dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya Nomor
: 031/PPK-MGJY/XII/2020 Perihal : Penyampaian tanggal
11 Desember 2020;

bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa
Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan
KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan
pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno
KPU/KIP Kabupaten/Kota dan hasil rapat pleno ditetapkan
dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran Nomor
242 /BA/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil
Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa

Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan

Pemilihan . . .
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Mengingat

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf
f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Hasil Penelitian
dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan
Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju
Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor . . .
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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1383);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .
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10.

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten
Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-
Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten
Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020;

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten
Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten
Pangandaran Nomor 288 /PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020
tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan
Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Memperhatikan . . .
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran Nomor 242/BA/3218/Kab/XII/2020
tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara
Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju
Kecamatan Mangunjaya dalam  Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020;

2. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Mangunjaya Nomor : 025/K.Bawaslu.JB-13-
10/KP.04/XII/2020 Perihal : Rekomendasi tanggal 10
Desember yang diterima pada tanggal 11 Desember
2020;

3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya Nomor

031/PPK-MGJY/XII/2020 Perihal : Penyampaian
tanggal 11 Desember 2020;

4. Hasil Klarifikasi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan
Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN
DAN PEMERIKSAAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN MANGUNJAYA TERKAIT
REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 3,
TPS 5 DAN TPS 8 DESA SUKAMAJU KECAMATAN
MANGUNJAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
Menetapkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya terkait
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan
TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2020 tidak memenuhi unsur

ketentuan . . .
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ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dilaksanakan

Pemungutan Suara Ulang.

KEDUA :  Menetapkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya terkait
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan
TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020 kabur dan tidak jelas (obscuur

libel) sehingga tidak dapat diterima.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 12 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABUPATEN PANGANDARAN
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